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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM RSJDAG SEMARANG
a. Sejarah Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo (RSJDAG)
Semarang pertama kali berdiri pada tanun 1848 di jalan Sompok
Semarang sebagal tempat penampungan bagi pasien psikotik akut
(Doorgangshuizen) Kemudian pada-tahun 1912 pindah ke gedung tua
yang dibangun kurang lebih pada tahun 1878 di Jalan Cendrawasih
No. 27 Semarang dengan nama Loorgangshuizen Tawang. Pada
tangga! 21 Januan 1928 Doorgangshtizen Tawang berubah status
menjadi Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang Kemudian pada tanggal
4 Oktober 1986 kegiatan Rumah Sakit Jiwa Pusat Semarang
dipindahkan ke gedung baru di Jalan Brigjen Sudiarto No. 347
Semarang Tanggal 9 Februarl 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat
Semarang berubah nama menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.
Amino Gondohutomo Semarang .dan pada tanggal 1 Januari 2002
berubah status menjadi rumah sakit jiwa milik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sesuai SK Gubernur No. 440/09/2002 *°

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo (RSJDAG)

Semarang terletak pada ruas jalan utama merupakan rangkaian jalur

46 S o s A H } T
Frofil RJD D Apune Gondohmiomo Segrarg, 201 | (udak diterbitkan)
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tengah yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kota
Purwodad). atau tepatnya di Jalan Brigien Sudiarto No.o 347
Semarang. terletak di pusat Kota Semarang dan Pusat Pemerintahan
Pravinsi Jawa Tengah yang sangat menguntungkan dan strategis
karena peran RSJDAG sebagai rumah sakit khusus jiwa kelas A yang
merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan jiwa bagl masyarakat
Jawa Tengah adalah rumah sakit milik Pemerintan Daerah Propins
Jawa Tengah. Menurut SK Gubernur Jawa Tenganh Na 440/08/2002
Adapun tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian teknis
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah di Bidang Keseghatan Jiwa dan
melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan jiwa
dan kesehatan dasar *'
b. Landasan Hukum

RSJDAG Semarang yang beralamat di Jalan Brigien Sudiarto
No 347 Semarang pada awalnya milik Pemerintah Pusat dengan SK
MENKES No. 135 Tahun 1974, Setelah adanya Desentralisasi,
RSJDAG Semarang beruban menjadi milik Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah dengan Tipe Kelas A, dan bertanggung jawab
kepada Gubernur Jawa Tengah. Sesual dengan kedudukannya

mempunyal dasar hukum sebagai berikut

17 : . .
Rencana Hismis Angyaran (R8A), RSID Dr Amine Gondohutame Semarang Tahun Angzaran
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003 tentang Pedoman
QOrganisas| Perangkat Daerah

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Namor 44/08/02 Tahun 2002
tentang Pengintégrasian Rumah Sakit Jiwa Pusal Semarang,
Rumah Sakit Jiwa Pusat Surakara, Rumah Sakit Jiwa Pusat
Klaten ke dalam Perangkat Dagrah Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan Daerah Provins: Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008
ientang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provins: Jawa Tengah
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c. Struktur Organisasi RSJDAG Semarang
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Gambar 1

Struktur Organisasi RSJDAG Semarang
Berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 38 Tahun 2008

Keterangan

Berdasarkan struktur organisasi di alas, bahwa tindakan pengkatan

yang dilakukan terhadap pasien gangguan jiwa merupakan tanggung

jawab Direktur melalul Wadir Pelayanan Medik dengan tugas pokok dan

fungsi dar Kabid Pelayanan Medik dan Kabid Keperawatan dengan

pendelegasian tugas kepada Kasi Pelayanan dan Kasi Keperawatan

Rawat Inap dan Rujukan
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d  Sasaran Pelayanan kesehatan Jiwa

Sasaran pelayanan kesehatan jiwa di RSJDAG Semarang
meliputi -
v Semua lapisan masyarakal. dan bag masyarakat yang tidak
mampu dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan
kepada pasien menggunakan ASKESKIN, Kartu Sehat serta
menerima pendenta yang pembayarannya ditanggung cleh
pihak ketiga séperti ASKES. ASTEK, JAMSOSTEK serta
asuransilainnya.

Memperluas pelayanan kesehatan jwa dan penanganan
NAPZA dengan menambah jaringan pelayanan bagi pasien
narkobha yang dilengkagi dengan  bangsal  khugus,
pemeriksaan laboratorium dan mengempangkan scresning
bag: masyarakat dan organisasi untux deteksl kesehatan
jiwa dan NAPZA.

3y Mengembangkan pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan Sumber Daya Manusia rumah sakit di tingkat
Jawa Tengah maupun Nasional
e. Pencapaian Target Perencanaan
RSJDAG Semarang merupakan rumah sakit dengan
klasifikasi jJumlah tempat tidur sebanyak 346 tempat tidur, dengan
rata-rata hunian (BOR) 90%, dan lama waktu rawat inap (LOS) 21

hari, adapun rincian kapasitas tempat tidur terdiri dari :



. Kelas VIP = 17 tempat tidur;

2. UPIP = 18 tempat tidur,
3 Kelas | = 12 tempat tidur,
4 Kelas Ii = 26 tempat lidur,
5 Kelas |l = 273 tempat tidur

Jumiah kunjungan pasien rawat inap di RSJDAG Semarang dari
tahun ke tahun semakin bertambah, hal im dagat dilinat pada takel 1 di
bawah ini

Tabel 1
Tabel Kunjungan Pasien Rawat inap di R&JDAG Semarang

| B 1 D .
' JENIS ¥ % - | TRERD
PELAYANAN 2009 2010 2011 TARGET
‘ _ i | 2012, |
Kunjungan | 403 | 4.375 4.572 4724  Naik

Rawat Inap Ty _ _ _
Sumber data . RBA Tahun Anggaran 2012, RSJDAG
Semarang

Dari tabel divatas dapat disimpulkan bahwatingkat hunian pasien
rawat inap RSJDAG Semarang mengalami kenaikan tiap tahun. Kenaikan
jumiah kunjungan pasien rawat inap salah satunya disebabkan adanya
faktor kemudahan pelayanan kesehatan jiwa bagl pasien tidak mampu,
Program Pasien Pasung, Jamkesmas, dan Askeskin.

Berdasarkan data rekam medik RSJDAG Semarang tentang angka
kejadian penderta dengan tindakan pengikatan dapat dilihat pada tabel 2

di bawan ini.
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Tabel 2
Tabe! Penderita dengan Tindakan Pengikatan selama 3 Tahun
terakhir di RSJDAG Semarang

— e

- ~ TAHUN
BULAN L o o Pp— KET
| 2009 l Ye 2010 B 2011 b

JANUARI 1 216 | 138 1i8  aé | 126 | 132 |

ﬁBRUW_!_THT 131 ‘—?cT" 104 | 108 | |
MARET —”11—i 76 L el 117 | 123 |
CAPRIL a2 :__?TB—L_‘."IE; 195 | 103 [Ga_| -'\
MEI i_ﬂ_r?}—__f’d :_aa—_ @b, 109 113 4% |
“JONI 114 | ERE S AR AN
W ‘ TF;_E_.B | 1—ﬂ"'ll_—s.2 [ 178 | RO Sy
AGUSTUS _Fﬁa_‘ m.é‘f_r[' B el | 39 (= ]
;:%EPTEE&EE’E_: 149 | 96 ‘ 96 | 7.8 | B o7 |
| OKTOBER ifaa'“li_é.g E'_a?a NEE 9% | 108 |
'NOPEMBER | 98] &1 | 107 | 87 | 35 1 87 | ]

|
! I . S RS _EE., ¥ e E— i 1
| DESEMBER™, | 96+ | &2 | foe—llza—§ 227 a3
frocoae o= i VNN I jos SN i |
| TOTAL 1560 ' 100 | 1223 100 | 953 100
R — _l_____ = S e —_— C—_— —_— {
Sumber data-: Rekam Medik tahun 2009, 2010, 2011, RSJDAG
Semarang

Darl Tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kejadian tertingg
penderita dengan tindakan pengikatan teriadl pada bulan Januari 2009

dengan jumiah 216 pengikatan (13.8%) sedangkan angka terendah
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penderita dengan tindakan pengikatan terjadi pada bulan Juli 2011
dengan jumiah 19 pengikatan (2%)

Sehubungan dengan keadaan dan kondisi penderita gangguan
jwa yang tidak mampu menentukan nasibnya sendin (tidak kompeten)
maka segala sesuaiu yang berkailan dengan Terapi Pengobatan maupun
tindakan asuhan keperawatan selalu di mintakan persetujuan oleh
keluarganya atau orang yang bertanggung jawab terhadap pendenta, di
RSJDAG Semarang prosas persetujuan dilakukan pada waktu keluarga
mengantar pertama Kal pasien rawat-pap.dengan menandatangan
persetujuan tindakan medis (informed cansent) secara menyaluruh
meliputi tindakan pemerksaan, pengobalan dan pengikatan, sementara
persetujuan secara lisan dilakukan pada saat akan dilakukannya tindakan,
dengan cara dokier atau perawat menyampaikan kepada keluarga/yang
bertanggung jawab tentang segala sesuzatu yang berhubungan dengan
Terapi Pengobatan maupun tindakan Asuhan Keperawatan.

Untuk tindakan pengikatan yang dilakukan penderita dengan
kondisi sulit dikendalikan, mengganggu lingkungan dan mengancam
orang lain pada penderita di rvang VIP maupun pasien baru yang pertama
kali masuk RSJDAG Semarang, persetujuan tindakan pengikatan
biasanya disampaikan secara langsung kepada keluarga atau orang yang

bertanggung jawab terhadap penderita gangguan jiwa.
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2. HASIL WAWANCARA DENGAN RESPONDEN
a. Hasil Wawancara dengan Kepala Ruang RSJDAG Semarang
Dari hasil wawancara terhadap tiga responden kepala ruang
lentang tindakan pengikatan yang dilakukan oleh anak buahnya®®
dapat ailihat pada tabel 3 di bawah ini -

Tabel 3
Tabel Hasll Wawancara dengan Kepala Ruang

PELAKSANAAN
NO  KEGIATAN | SETUJU % TIDAK | % KET.
SETUJU
1| Pengikatan P ST e SE Y (S,
berdasarkan ' |
JEOP | ! .
2" (Pengikatan | |3 100 | - ; B
| dengan
persetujuan | *
| 3| Pengikatan bila | " 3", T TN B
| tidak ada
keluarga | ;
" 4| Pemenuhan ‘ Y T -
Hak-hak
Pasien
5  Keluarga diber : 3 (13008 |_ -
hak.menolak | ' ! |

Mayoritas kepala ruangan mengatakan bahwa tindakan
pengikatan kepada penderita gangguan jiwa di ruangannya sudah
sesual dengan standar operasional prosedur pengikatan di
RSJDAG Semarang, bahwa pengikatan dilakukan untuk
mengatasi dan mencegah agar penderita dapat dikendalikan, tidak

mengganggu lingkungan, dan tidak merusak barang. Untuk

TR , % ; :
Hasil svawancara dengan Kepata Roang RSIDAG Semarang tangoal |0 Febrmar 2012
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penderita yang rawat inap dan ditunggu keluarganya persetujuan
pengikatan tidak mengalami kesulitan walaupun ada beberapa
keluarga yang pertamanya menolak untuk dilakukan pengikatan,
akan tetapi begitu penderila sudah sulit dikendalikan dan sulit
diarahkan kemudian melarikan diri dari rumah sakit dengan cara
merusak langit-langit kamar mandi akhirnya keluarga menyetujui
penderita  dilakukan tindakan pengikatan. Sementara untuk
penderita dimana keluarga tidak ada yang menunggu maka bila
pasien gelisah dan sulit dikendalikan, atas/lidak dengan
persetujuan dokter perawal melakukan tindakan pengikatan tanpa
persetujuan keluarganya karena dianggap emergensi. Sedangkan
perkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak penderita
selama dillakukan pengikatan menurut hasil wawancara dengan
kepala ruangan, hak-hak sebagai pasien tetap diperhatkan,
seperti pemenuhan kebutuhan makan dan minum, kebutuhan
mandi «dan_ganti baju, kebutuhan buang air besar (BAB) dan
buang air kecil (BAK), selama ini dibantu oleh tenaga perawat
yang melaksanakan tugas, untuk keluarga yang menunggu pasien
dirumah sakit jiwa biasanya dilibatkan dalam membantu
memenuhi kebutuhan pasien bekerja sama dengan perawat.
Dalam rangka mengurangi efek samping tindakan
pengikatan seperti halnya luka yang timbul akibat pengikatan

(Decubitus Melitus), luka lecet pada pergelangan tangan atau



pergelangan kaki akibat gerakan agresif dari pasien, kekakuan
pada persendian (Kontraktur), pasien dilakukan moebilisasi, bagi
pasien yang tidak agresif, tiap pag pengikatan pada pasien coba
dilepas dengan pengawasan perawat, dimulai dan kegiatan mand
sampal dibantu jalan-jalan disekitar ruangan, kemudian dilakukan
penglkatan kembali, sedangkan untuk pasien yang agresif
mobiligasi dilakukan dengan cara perubahan posisi pasien di atas
tempat tidur dam diganjal dengan bantal tiag 15 menit sekal
sesual dengan standar cperasional prosedur pengikatan. Angka
kejadian efek samping dari tindakan pengikatan berdasarkan
laporan rekam medik RSJDAG Semarang dalam tahun 201006&

2011 pada tabel 4 di bawah in.

Tabel 4.

Tabel Laporan Efek Samping Tindakan Pengikatan
RSJDAG Semarang Tahun 2010:& 2011

NO | EFEK SAMPING TAHUN = KET

| 20108 [ P v 2011 [ ¢

| 1 | DekubituSMetLs 4= 0 | 0 | 2 eepl? | |
t? wontraktur ! T?—'_ TT B _;—G.B— T
3 |Lukalecet | 208 | 244 | 105 | 108 |

| Sumber Data : Laporan rekam medik efek samping
' pengikatanRSJDAG Semarang Tahun 2010 & 2011

Dari laporan tabel di atas untuk angka kejadian efek samping
Dekubitus Melitus, dan Kontraktur pada dua Tahun terakhir masih

dibawah angka standar pelayanan minimal rumah sakit,
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sedangkan luka lecet menjadi catatan dan perhatian tersendin
bagi jajaran manajemen RSJDAG Semarang terutama dalam
memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara profesional dan
pencapain indikator mutu RSJDAG Semarang. Sebagai proses
pembinaan. pengawasan dan evaluasi manaemen mengadakan
Audit Medik dan Audit Pelayanan, khusus membahas mengapa
terjadi kompilikasi Dekubitds  atau  Kontraktur pada pasien,
sedangkan untuk efek samping luka lecet akibat pengikatan,
biasanya  disampaikan kepada keluarga pada szaat awal
persetujuan  sebelum dilakukan tindakan. pengikatan, atau
bilamana keluarga tidak mendampingi, akan diberitanukan pada
saat keluarga menengok penderita. luka lecet terjadi akibat resiko
dari tindakan pengikatan terutarma pada pasien yang gelisah dan
agresif, walaupun tali yang digunakan untuk pengikatan sudah
dibuat sedemikian rupa, dan cara pengixkatan tidak terlalu kencang
(ada jeda 2 jari) kelonggaran, masih juga muncul lecet-lecet pada
pergelangan tangan maupun kaki.
b. Hasil Wawancara dengan Perawat RSJDAG Semarang
Berdasarkan hasil penelitian dan enam perawat pelaksana
tindakan pengikatan penderita gangguan jiwa*®, dapat dilihat pada

tabel 5 di bawah ini

19 a4 . i = ¥
Husi! wawancara dengan perawar pelaksanun Lndakan pengikaran & RSIDAG Semarang
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label 5.
Tabel Hasil Wawancara dengan Perawat Pelaksana

PELAKSANAAN

NO  KEGIATAN SETUJU ! % TIDAK | % KET.
SETUJU

1 Pengikatan
berdasalkan & 100 -
50P

2 | Pengikatan .
dangan i 3.3 4 &

0
'

persetujuan
3 Komplain

Keluarga i 16.7 b L B33

4  Menghadap B (i R (F 72

tuptutan hukum

5 Pemahaman

| tentang .

IPermenkes 1 | 1 8.7 3 833 |
290 Tahun |

!EDQB

[ ]
L
L=}
L

5o |

Mayoritas (100%) mengatakan bahwa tindakan pengikatan
yang dillakukan sudah benar dan sudah sesuai dengan stanaar
operasional  prosedur pengtkatan - yang berlaku, mengenai
persetujuan tindakan pengkatan, berdasarkan hasil wawancara
dengan perawal pada saal jaga sore atau malam, dua perawat
(33.3%) mengatakan harus mendapatkan persetujuan keluarga,
meskipun ada keluarga maupun tidak ada keluarga, atau
menghubungi dokter jaga atau perawat supervisi sedangkan
empat perawat (66 7%) mengatakan bilamana ada keluarga yang
menunggu, persetujuan langsung disampaikan ke keluarga, tetapi

bila tidak ada keluarganya, perawat tanpa melakukan persetujuan

Ln
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iebih dahulu, langsung melakukan tindakan pengikatan, alasan
perawal bahwa pasien sudah tidak bisa dikendalikan dan
menggangu lingkungan, dan setelah itu perawat menulis dalam
catatan rekam medik pasien pada asuhan keperawatan
Menanggapi komplain keluarga bila keluarga keberatan anggota
keluarganya dilakukan pengikatan tanpa meminta persetujuannya
Ima perawat (83.3%) mengalgkan “harusnya keluarga bisa
menerima keadaan ini" menurut perawat keluarga akan dijelaskan
dengan jelas maksud dan tuyuan dilakukan pengkatan, kemudian
bila keluarga mempermassalahkan dengan tuptutan hukum apa
yang harus dilakukan perawat? tiga perawat (50%) mengatakan
akan menyerahkan masalah ini ke pihak manajemen RSJDAG
Semarang karena mereka beranggapan bahwa mereka bekera di
dalam suatu lembagal/institusi Pemerintahan, sedangkan tiga
perawat (50%) lainnya mengatakan bingung tidak tahu harus
bagaimana, mereka pasrah. yang penting niat kerjanya baik,
menolong orang yang membutuhkan. Dari enam tenaga perawat
yang menjadi responden ketka peneliti menanyakan tentang
Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
290/MENKES/PER/AN/2008, lima perawat (83 3%) mengatakan
tidak tahu tentang isi dan Permenkes tersebut, sedangkan satu
perawat (16 7%) mengatakan tahu Permenkes itu. Secara umum

peneliti mengambil kesimpulan, bahwa mereka tidak mengetahul
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permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Kesehatan,
yang penting mereka melaksanakan tugas secara rutin dan sesual
dengan prosedur,

¢. Hasil Wawancara dengan Keluarga Pasien RSJDAG
Semarang

Dari 18 keluarga (857%) menyetujii bila anggota

keluarganya yang sakit dilakukan tindakan pengkatan di
ruangan®’, dapatdilihat pada tabel 8 di bawah Ini

Tabel 6.
Tabel Hasil Wawancara cengan Keluarga Pasien

PELAKSANAAN
'NO KEGIATAN  SETUJU| %  TIDAK T %  KET. |
SETUJU |
1 Keluarga setujr.i & Ny !
| dengan | 18 | 85.7 & 3 14.3
pengikatan ,
3 Pengikatan bila | =i
tidak ada l 19 AL [ 2 0.5
keluarga '
3 | Perindungan . | 21 [ 100 - - y i
| hak pasien | i | |
T4 | Masaigh |, Tt T | #3 |
| Hukum ' !

Keluarga berpendapat kalad. tidak di ikat nanti malah
merusak, melarikan diri dari rumah sakit, merepotkan keluarga
dan perawat, dan keluarga juga setuju bilamana tidak ada
keluarga yang menunggu dan pasiennya gelisah boleh langsung

dilakukan pengikatan 19 keluarga (905%) mengatakan setuju

" Hasil wawancara dengan keluarga pasicn gangguan [iwa di RSIDAG Semarang

M
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walaupun ada yang menyampaikan setelah itu kami diberitahu
seandainya tidak membentahu keluarga bagamana sikap
keluarga, mereka menjawab tidak apa-apa semuanya saya
serahkan kepada pihak rumah sakit lwa Sedangkan dua keluarga
{9.5%) mengatakan tidak setuju kalau pasien dilakukan tindakan
pengikatan, pada saat peneliti menanyakan mengapa pasiennya
tetap dilakukan tindakan pengikatan, satu keluarga menjawab
sudah disampalkan keberatan ke petugas tetapl tetap dilakukan
pengikatan, sedangkan satu-keluarga mengusulkan kalau bisa
)angan di ikat tetapi di isclas) diruangan tersendin, sehingga masih
bisa beraklifitas dan tidak terkekang Darn hasil wawancara
keluarga tentang perindungan hak-hak pasien yang dilakukan
tindakan pengikatan, 21 keluarga (100%) mengatakan bahwa
perlindungan hak-hak pasien yang dilakukan pengikatan tetap
diperhatikan dan dipenuhi oleh petugas kesehatan, keluarga
mengatakan supaya tetap dipertahankan dan ditingkatkan Peneliti
mencoba 'menanyakan @ hal-hal  wyang berkaitan dengan
permasalahan hukum, apakah ada keinginan kelbarga melakukan
tuntutan hukum berkaitan dengan prosedural tindakan pengikatan
di RSJDAG Semarang, dari 21 responden keluarga, 18 keluarga
(90 5%) mengatakan tidak akan mempermasalahkan tentang
tindakan pengikatan, keluarga beranggapan itu hanya masalah

informasi dan komunikasi saja, yang penting keluarga kami di



perlakukan dengan baik kami sudah berlenima kasih, sementara
dua keluarga (9 5%) kurang setuju walaupun dilakukan pengikatan
keluarga harus tetap dihubungi
3. HASIL OBSERVASI TINDAKAN PENGIKATAN
Dari hasil obzervasi penelitian pada 21 penderita gangguan
iwa yang dilakukan tindakan pengikatan®’ dapat dilihat pada
tabel 7 di bawah ini .

Tabel 7
Tabel Hasil Observasi Tindakan Pengikatan

PELAKSANAAN ;
N KEGIATAN "'DILAKSANA | %  TIDAK %  KET |
o KAN DILAKSANA |
| ' KAN i
1| Fengikatan dg ‘ _ ' Wi "
&l dar kain 21 Lo V] | |
"2 Fdenghkatahpd o diR N | ¥V B - N
ektremitas ' 21 100" _ .
3l [Pangikatan di | | 73 Wemolgy  NIE
| atas TT
[ 4 "LMenggerakkan O
toh
5 | Kebutuhan 21 T 100 & I
| =ehari=han ; | i
& | Tirah Baring | 10 — 11 524 |
7 Jangka Wakw | 15 | 7.4 8 28.5

B. PEMBAHASAN
1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam tindakan pengikatan
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Apakah

Tindakan Pengikatan dikategorikan sebagal pelanggaran hukum

*! Hasil observas: tindakan pengikatan &i REJDAG Semaranz.
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yang melanggar hak-hak pasien gangguan jiwa, penulis akan

membahas dan sudut pandang .

d.

KUHPerdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) sepbelum Tahun 1918 dikatakan melakukan PMH
bilamana ada unsur

1) Adanya tindakan melawan hukum,

2) Adanya kesalahan pada pinak yang melakukan;

3) Adanyakerugian yang diderita.

Kemudian setelah Tahun 1818, PMH diperivas banwa berbuat
atau tidak berbuat merupakan suatu PMH jika memenuhi
persyaratan :

1) Melanggar hak orang lain;

Z2) Bertentangan dengan kewsjiban hukum dan sipembuat,

3) Bertentangan dengan kesusilaan,

4} Bertentangan dengan kepatutan.

Dari. unsur-unsur-yang terdapat dalam knteria PMH baik
sebelum ™ Tahun 1819 dan sesudah Tahun 1919, bahwa
tindakan pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan
jwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam PMH, sehingga
tindakan pengikatan tidak dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran hukum

UU Nomor 44 Tahun 20089 tentang Rumah Sakit Pasal 32

mengenai Hak-hak Pasien yang meliputi -
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1) Hak memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur dan
tanpa diskriminasi;

2) Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu
sesua dengan standar profesi dan standar operasional
prosedur;

3) Hak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang
diterima;

4} Hak mendapatkan informasi tentang diagnosis, tindakan
medis, alternatif tindakan risika.dan komplikas,

Hak member persetujuan dan menolak atas tindakan

.U1

terhadap dirinya
Dari beberapa macam hak-hak yang dimiliki pasien, bila
dikaitkan dengan tundakan pengikatan, maka dapat dianalisa
bahwa tenaga kesehatan (perawat) RSJDAG Semarang tidak
melanggar hak-hak yang ada pada pasien bahwa tindakan
penglkatan dilakukan secara manusiawi-dimana pasien dikat
dengan mengaunakan tali dari kain, ditempatkan di tempat tidur
yang beralaskan.kasur, serta kebutuhan sehari-harinya dibantu
tanpa membeda-bedakan suku agama dan ras (disknminasi).
Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada pasien
gangguan jiwa sudah sesual dengan standar profesi
keperawatan dan standar operasional prosedur (SOP), pasien

melalul keluarga diberi informasi tentang risiko dan akibat dari

L&
L



0

tindakan pengikatan termasuk diben kesempatan menolak
tindakan pengikatan, sesuai hasil wawancara dengan keluarga
pasien ada dua keluarga (9.5%) yang menclak dilakukan
tindakan pengikatan, awalnya satu dari dua keluarga yang
menclak tidak bersedia dilakukan tindakan pangikatan keluarga
berpendapat anaknya masin bisa di atasl, kemudian perawat
tidak jadi melakukan pengikatan kepada pasien. sore hari pada
saat pasien mau mandi di kamar mandi, t&rmyata pasien
merusak atap langit-langit -dan keluar melalui genteng untuk
melankan diri sampai keluar RSJDAG Semarang, oleh warga
sekitar rumah sakit jiwa dilaporkan kalau ada pasien gangguan
jiwa  yang melankan din, kemudian ocleh petugas pasien
diiemput kembali ke rumah sakit jiwa dan kejadian tersebut
akhirnya  keluarga  menyetujui  tindakan = pengikatan
Berdasarkan analisa tersebut diatas, petugas kesehatan tetap
menghcrmati hak pasien yaitu hak menpolak untuk dilakukan
tindakan pengikatan, walaupun akhirnya dengan kejadian
tersebut  keluarga ~kemudian menyetyur Utk dilakukan
tindakan pengikatan, dalam hal inl perawat tidak melanggar
hak-hak yang dimiliki pasien.

Permenkes Rl Nomor Z290/MENKES/PERMI/2008 tentang
persetujuan tindakan medis Pasal 2 ayat (1) dan (2}, dijelaskan

bahwa semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap
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pasien harus mendapatkan persetujuan balk tertulis maupun
lisan. Pasal 4 ayat (1) kecuali bila dalam keadaan emergensi.
Berkaitan dengan pengambilan keputusan persetujuan tindakan
meadis di dalam Pasal 1 butir 7 Permenkes Rl Nomor
Z90/IMENKES/PERMIZ008  dijelaskan bahwa persetujuan
tindakan medis dilakukan oleh pasien yang kompeten, yaitu
pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-
undangan, dan tidak mengalami penyakitsmantal, sehingga
segala sesuatu yang berkatan dengan persetujuan tindakan
medis terhadap pasien gangguan jiwa dapat-disubstitusikan
kepada keluarga terdekat Pasal 13 ayat (1), Penjelasan
mengenal ketentuan dewasa dan bukan anak pada pengertian
kompeten, dan setelan penulis membaca beberapa buku
referensi tentang kKecakapan dan kewenangan dalam hukum,
bardasarkan analisis penulis bahwa patokan dasar usia dewasa
yang berlaku di Indonesia adalah usia 18 Tahun, halinimerujuk
kepada UU Perkawinan Pasal 47 dan Pasal 50.

Standar Operasional Prosedur (SOP). Nomor 04/PW/00039,
tanggal 25 Jumn 2008 tentang pengekangan fisik di RSIDAG
Semarang, bahwa tindakan pengkatan yang dilakukan
terhadap pasien gangguan jiwa sudah sesual dengan

ketentuan dalam SOP, meliputi indikasi pasien yang dilakukan
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pengikatan. bahan dan kualitas tali, mobilisasi, pemenuhan

kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain

2 Tanggung jawab hukum, bterdasarkan rumusan masalah kedua

pada penelitian ini tentang bagaimanakah tanggung jawab hukum

atag tindakan pengikatan yang dilakukan RSJDAG Semarang,

dalam hal in penulis akan membahas berdasarkan |

8

Tanggung jawab hukum gecara pidana akan muncul bila
dalamm melakukan tindakan pengikatan - fterhadap pasien
gangguan jiwa ada unsur-kesalahan dan perblatan tercela
baik dilakukan dengan tidak sengaja maupun terjadi kelalaian,
berdasarkan hasil wawancara dengan perawat pelaksana
enam perawat melaksanakan tindakan pengikatan sesuai
dengan SOP (100%).

Tanggung jawab hukum secara perdata akan muncul bila ada
perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam kaitannya
tindakan pengikatan dengan unsur-unsur dalam perbuatan
melawan fukum baik pengertian perbuatan melawan hukum
secara sempil atau pengertian perbuatan melawan hukum
secara luas (setelah 1919) sudah dijelaskan secara rinci pada
masalah perbuatan melawan hukum sebelumnya, bahwa
pengikatan terhadap pasien gangguan jiwa tidak ada unsur-
unsur yang terpenuhi dalam perbuatan melawan hukum,

gsedangkan hubungan tindakan pengikatan pada pasien
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gangguan jiwa dengan wanprestasl, pada dasarnya tindakan
pengikatan yang dilakukan terhadap pasien gangguan jwa
juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan
wanprestasi dimana yang dikategorikan perbuatan melakukan
wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi sama sekali,
terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi secara
tidak baik. Pelanggaran huktm secara Perdata juga dapat
terjadi bila_memenuhi ketentuan 4 D-Negligenee yang terdin
dari  kewajiban ' (duty), ~ Penyvimpangan dar kewajiban
(derecition of that duty), penyebab langsung (direct causation)
dan Kerugian (damage).

Berdasarkan Ul Kesehatan Pasal 46, dijelaskan bahwa
ruman sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap
semua kerugian atas Kelalaian tenaga kesehatan di rumah
sakit, kecuall bila pasien menclak persetujuan, maka secara
hukum rumah sakil tidak dapat dituntut atas kejadian yang

nenimpa pasien



